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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang permasalahan hak opsi 
dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, bidang-bidang yang menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006 Sebagai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
serta analisis pasal 55 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 
syari’ah. 

Penelitian ini merupakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan 
apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. 
            Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa setelah disahkannya undang-
undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, bidang-bidang yang menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperjelas dalam 
Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga UU No. 7 Tahun 1989 meliputi bidang 
perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 
serta waqaf dan shadaqah serta ekonomi syari’ah. 

Bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama setelah 
berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 dan undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang 
perbankan syari’ah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum alenia pertama, 
Pasal 2, Pasal 3A, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006 adalah 
perkara tertentu, yaitu perkara Islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, 
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syria’ah, sengketa hak milik yang 
timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan 
Agama,   
Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 bidang-bidang yang menjadi kewenangan 
Pengadilan Agama mengalami perluasan dan penambahan. Perluasan terhadap 
bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam bidang 
perkawinan dan bidang waris. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama 
berwenang untuk menangani permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan 
hukum Islam, sedangkan perubahan dalam bidang waris adalah dengan 
dihapuskannya hak opsi bagi para pihak yang berperkara, dan juga kewenangan 
Pengadilan Agama untuk menangani permohonan penetapan ahli waris. Penambahan 
terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah dengan 
dimasukkannya bidang zakat, infaq, ekonomi syari’ah. 
 
 
 
 


